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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan tentang pengawasan penertibann Izin 

Kelayakan Kendaraan Bermotor pada UPT Dinas Perhubungan Kecamatan 

Mandau Kabu paten Bengkalis, dapat disimpulkan dalam uraian berikut ini. 

1. Pelaksanaan pengawasan penertibann Izin Kelayakan Kendaraan Bermotor 

pada UPT Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis 

yang dilakukan selama ini dalam penertiban izin kelaykan kendaraan 

bermotor sudah berjalan, namun belum menunjukan hasil yang optimal. 

Hal ini dapat dilihat dari indikator pengawasan yakni; 

a. Menetapkan alat ukur atau standar yang sudah tersedia, namun alat-alat 

tersebut masih banyak yang belum difungsikan, karena sudah lama tidak 

diservice, dan petugas tidak menggunakan alat uji yang tersedia untuk 

memeriksa kendaraan sehingga hasil yang diperoleh dalam uji keur juga 

belum optimal sebagai bentuk pengawasan terhadap kelayaakn suatu 

kendaraan yang dilakukan oleh UPT Dinas Perhubungan Kecamatan 

Mandau Kabupaten Bengkalis. 

b. Melakukan tindakan penilaian atau evaluasi yang dilakukan selama ini 

untuk pengawasan izin kelayakan sudah dilakukan, baik penilaian kinerja 

pegawai maupun penilaian terhadap kelayakan kendaraan penumpang dan 

barang, namun penilaian terhadap kelayakan kendaraan belum berjalan 
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dengan baik dimana petugas tetap memberikan penilaian terhadap 

kendaraan yang tidak melaksanakan sehingga pengawasan uji kelayakan 

yang dilakukan tidak terimplementasi, dimana petugas kurang bersunguh-

sungguh dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap kelayakan 

kendaraan yang seharusnya menjadi tanggung jawab UPT Dinas 

Perhubungan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 

c. Melakukan tindakan perbaikan dalam penertiban izin kelayakan kendaraan 

penumpang dan angkutan barang, masih belum optimal, hal ini disebabkan 

belum efektifnya tindakan perbaikian yang dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan uji kelayakan kendaraan yang beroprasi di Kecamatan 

Mandau. Upaya pengawasan terhadap kendaraan di lapangan sebagai 

upaya tindakan perbaikian belum berjalan dengan baik, dan petugas UPT 

Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau tidak memberikan sanksi yang 

tegas terhadap permasalahan tersebut, dan tindakan petugas tidak 

mempermasalahkan kondisi tersebut  

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan Penertiban Izin 

Kelayakan Kendaraan Bermotor pada UPT Dinas Perhubugan Kecamatan 

Mandau Kabupaten Bengkalis 

Berdasrakan pengamatan peneliti dilapangan, dapat dikatahui 

bahwa Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan Penertiban Izin 

Kelayakan Kendaraan Bermotor pada UPT Dinas Perhubugan Kecamatan 

Mandau Kabupaten Bengkalis adalah; masih terbatasnya sumber daya 

manusia yang memiliki keahlian terhadap uji kelaykan kendaraan 
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bermotor, belum tersedianya anggaran untuk melakukan pengawasan 

terutama pengawasan terhadap kendaraan yang tidak hadir sat uji keur, 

belum tersedianya fasilitas operasional yang lebih baik, dan belum terjalin 

koordinasi yang baik dengan berbagai instnasi terkait dalam pengaturan 

lalu lintas di wilayah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian tentang Analisis Pelaksanaan 

pengawasan penertibann Izin Kelayakan Kendaraan Bermotor pada UPT Dinas 

Perhubungan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, peneliti memberikan 

rekomendasi sebagai saran bagi UPT Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis, yakni; 

1. Pelaksanaan pengawasan oleh UPT Dinas Perhubungan Kecamatan 

Mandau Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan secara  optimal dengan 

menggunakan seluruh peralatan pengujian yang tersedia, serta perlunya 

pelaksanaan pengawasan secara berkala sebagai bentuk rutinitas untuk 

memeriksa kendaraan yang layak atau tidak layak yang beroperasi 

diwilayah kerja UPT Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau Kabupaten 

Bengkalis. 

2. Pihak UPT Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, 

perlu mensosialisasikan pentingnya uji kelayakan kendaraan penumpang 

dan angkutan barang kepada masyarakat, khususnya pemilik kendaraan 

bermotor, demi terwujudnya ketertiban berlalu lintas dan mengurangi 

angka kecelakaan. 
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3. Perlu kesadaran dari masyarakat yang wajib melaksanakan uji kelayakan 

untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam melaksanakan uji 

kelayakan dengan membawa kendaraan untuk dilakukan pengujian kondisi 

kendaraan masyarakat sebagai tidakan antisipasi pencegahan kerusakan 

dan potensi kecelakaan di jalan. 

 

 


